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ABSTRAK

Peran Pemerintah Kota Sorong Dalam Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Di
Kota Sorong

Riset ini bertujuan untuk menganalisis, membahasa dan menemukan peran
pemerintah Kota Sorong daldm pengawasan pembiayaan pendidikan di Kota
Sorong. Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan
dan tujuan-tujuan yang ftelah dirumuskan dan diajukan. Untuk menjawab
permasalahan dan tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan di Kota Sorong, pada
lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam urusan pembiayaan dan
pengawasan pendidikan. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dukumpulkan dan dianalisis,
diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang
didapatkan dianalisis dengan cara direduksi, disajikan, dan disimpulkan. Hasil
penelitian ini

Menyebutkan ini bahwa pemerintah memiliki peran sangat penting dalam
pembangunan pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya
manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Peran pemerintah Kota Sorong
diwujudkan dalam bentuk pengawasan pembiayaan pendidikan untuk penataan
profesionalisme guru, perbaikan kualitas dan gaji guru, perubahan faisilitas
pendidikan seperti rehabilitasi gedung-gedung sekolah, pembangunan siswa yang
berprestasi, Semuanya itu terselenggara berkat dukungan dana yang bersumber
dari APBD, dana alokasi umum (DAU), dan dana dana alokasi khusus (DAK)
sertd dana OTSUS.
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ABSTRACT

The role of Sorong City Governmment in the Supervision Financing of Education in
Sorong City

ABSTRACT: The purpose of this research is to analyze, reveal, and find out The
role of Sorong city government in the supervision and financing of education in
Sorong City. The research is designed 1o answer the problems and objectives that
have been formulated and proposed. To address the problems and objectives, the
research was conducted in Sorong City Government, in government institutions
that play a role in education financing and supervision. To answer the research
problem, this research uses qualitative method, where data collected and
analyzed, obtained by observation, interview, and documentation. The data
obiained were analyzed by reducing, presented and summarized.The results ofthis
study states that the government has a very important role in the development of
education related to improving the quality of human resources both in quality and
quantity. The role of the government of Sorong Clity is manifested in the form of
supervision of educational financing for the structuring of teacher
professionalism, quality improvement and teacher salaries, improvement of
educational facilities such as rehabilitation of school buildings, development of
outstanding students. The fotal is provided thanks to the support of funds sourced
Jrom APBD, General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund
(DAK), and OTSUS fund.

Keywords: role, city, government,supervision, financing, education




43371.pdf

SURAT PERNYATAAN
Nama : Petronela Kambuaya
NIM : 500624676
Program Studi : Magister Pendidikan Dasar
Alamat : JLF Kalasuat, RT.03/RW.05- Kel. Klabin, Distrik Mala
Sismsa Kota Sorong
Email : Petronela@Gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa:

I. Hasil penelitian berupa Tesis ini adalah asli (original), benar-benar hasil
karya sendiri dan buka karya orang lain dengan mengatasnamakan saya,
bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil
karya orang lain.

2. Dalam hal penelitian berupa Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat
yang telah ditulis atau dipublikasi lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai dasar acuan dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

3. Perpyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya, dan apabila di
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam
pemyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi-sanksi
lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Sorong,30 Oktober 2017
< Yang Menyatakan

NIM. 500624676



43371.pdf

PERSETUJUAN TAPM
|
Judul TAPM : Peranan Pemerintah Kota Sorong Dalam
' Pengawasan dan Pembiayaan
Pendidikan Di Kota Sorong
Penyusun TAPM : Petronela Kambuaya
NIM : 500624676
Program Studi : Magister Pendidikan Dasar
Menyetujui,
| Pembimbing I, Pembimbing I,
£ igé]d W
Ir. Ida Zubaidah, MAM., Ed.D Dr.B.Watunglawar,S. Pd. MLA.P
NIP. 196208031989032002 NIDN. 1416077401
Mengetahui,
Ketua Bidang Ilmu
Program Magiter Pendidikan Dasar,

Dr. Suroyo, M. Si

- D(,cLlestyono Bay(ono Irianto, M. Si
! NIP.195604141986091001

NIP. [93 581215 98601 1 009




43371.pdf -

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN DASAR

PENGESAHAN
Nama . Petronela Kambuaya
NIM : 500624676
Program Studi . Magister Pendidikan Dasar
Judul TAPM . Peranan Pemerintah Kota Sorong Dalam
Pengawasan dan Pembiayaan
Pendidikm; Di Kota Sorong

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister,(TAPM) Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Terbuka
pada:

Hari/Tanggal . Sabtu, 25 November 2017
Waktu : Pukul 10.00 s/d 12.00

dan telah dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. Ali Muktiyanto, SE., M. Si

Penguji Ahli
Prof. Dr. Abdul Rahman, M. Pd.

Pembimbing I
Dr. B.Watunglawar, S. Pd. M.AP

Pembimbing II
Ir. Ida Zubaidah, MAM., Ed.D




43371.pdf

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kerahiman Tuhan, karena dengan kuat kuasa Roh-Nya
Tesis dengan dengan judul “Peran Pemerintah Kota Sorongdalam
Pengawasandan Pembiayaan Pendidikandi Kota Sorong.” dapat terselesaikan,
sebagai syarat menyelesaikan studi guna perolehan gelar Magister pada

Progrgister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka

Sesungguhnya, walaupun penulisan Tesis ini masih memiliki kekurangan
dalam cara penyajian maupun materinya, penulis menyadari bahwa untuk sampai
pada tahap ini, tidak sedikit pengorbanan yang dilalui. Setiap keterlibatan dalam
bentuk apapun dari berbagi sumber telah memboboti tulisan ini. Oleh karena itu,
tanpa mengurangi rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada:

I. Universitas Terbuka, khususnya Program Magister Pendidikan Dasar
yang bersedia menerima kehadiran dan penulisan ini sebagai bagian
dari keluarga besarUniversitasTerbuka UPBJJ Sorong.

2. H.Syamsudin Patang,M.Pd,MH, selaku Direktur Pascasarjana, yang
memberikan dukungan penyelesaian Disertasi ini.

3. Dr. Balthasar Watunglawar, S. Pd., MAP.,selaku Pembimbing I yang
telah berkorban meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk
membimbing dan memotivasi, serta mengarahkan penulis dari awal

hingga sampai pada penyelesaianTesis ini.

vii



10.

43371.pdf

Ir. Ida Zubaedah,MAM,Ed.D Selaku Pembimbing IT telah berkorbag
meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing dan
mengarahkan dari aws] hingga bisa tiba Pada tahap penyelesajan
Disertasi ini.

Dr. Suroyo, M.Sj selaku Ketua Program Magister Pendidikan Dasar
yang terus memberikan Perhatian mengenai kemajuan penulisanTesis
ini,

Prof.Dr.Abdy] Rahman, M.Pd. Selaky Dosen penguji dari Pra-Proposal
yang memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.

Pemerintah Kota Sorong yang memahami Perjuangan dan terlibat
memberikan kemudahan untuk kelancaran studi inj.

Kedua Orang Tya yang tersayang Bapak Amos Kambuaya (alm) dan
Ibu Maria Nauw (2lm) yang selaly mendukung Penulis dalam
perjuangan baik secara material maupun spiritual serta kasih sayang
yang tak terhingga.

Keluarga tercinta, Suami terkasih Bapak LamBerthys Jitmau beserta
anak-anak Meyland Jitmau, Samuel Jitmau, Rina Jitman, yang dengan
caranya telah terlibat memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis
selama menyelesaiakan perkuliahan ini,

Teman-teman angkatan ketiga Program Magister Pendidikan Dasar,

atas kerjasama, saling memotivasi dari awal perkuliahan hingga

berakhir.

vifi



43371.pdf

12, Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu atas cara dan
bentuk keterlibatan, telah membantu secara moril-materil.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa

campur-tangan pihak-pihak tersebut. Tidak ada bentuk penghargaan lain yang

dapat penulis ungkapkan dan panjatkan, selain rasa syukur dan hormat yang

sedalam-dalamnya. Semoga Kerahiman Tuban melingkupi kita semua.



43371.pdf

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
J1. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

BIODATA/RIWAYAT HIDUP
Nama Petronela Kambuaya
NIM 500624676
Tempat dan Tanggal Lahir  : Jitmau, 10 Mei 1964
Registrasi Pertama : 20152
Riwayat Pendidikan : Tamat Di SD YPK Jitmau pada Tahun 1979,

Tamat Di SMP YPK Manokwari Pada Tahun
1982, Tamat Di SPG Negeri Sorong Pda Tahun
21985, Diploma II Tahun2002, Sarjana (S1)
Pada Tahun 2013 Di Universitas Terbuka.

Riwayat Pekerjaan : Tugas Di Jitmau Pada Tahun 1986-1994, Pindah

Alamat Tetap

Telp/HP

Tugas Di SD Inp.102 Malanu Tahun 1995-2014,
Pindah Tugas Di SD Inp.109 Perumnas Pada
Tahun 2015.

JLF. Kalasuat, RT.03/RW.05- Kel. Klabalu,
Distrik Malasimsa, Kota Sorong Propinsi Papua
Barat,

081247328674

onela Kambuaya
NIM. 500624676



43371.pdf

DAFTAR ISI
Halamidn

ADBSITAK ittt s st ean e e bt s satsb et abe i
Lembar Pernyataan ..........cccecnnimreninsnseniesennneresrsessesessssssseessevessessssesessees i
Surat Pengasahan .....cccoiiiimeimimsieninieinninssnesssssssssssssssn sanesssssns 1ii
Lembar Persefijuan ..ot sressessssesessessssessssssserssssessss sesensssonns v
Kata Pengantar ........ccoiiiciiiccntieessnnasnninesiessassessnssessessssssessssrarssssnans v
BIO DAta  coeiceriirir et ssee s vses e s vas e s s s s s s s aeasenernarba s berbener sbarssrasins vi
Daftar fS1 oottt s ees e trne s eae s s b e s e s bess s n s erarmre e e anensaenes xi
Daftar IST oo eaa st er s e a e sasne e r e xii
Daftar GAMDAL .iiiucrieriiiieniiree e serses s esieeseseassesessessssesassssssesesssssesssessensssssssas xiv
Daftar TAbel ..ottt seese st s s e s s ses beb s bab s sasaretasns Xv
BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........ccovenivnrceecenneinsieeeseececcnseavene I

B. PerumusanMasalah.......c..eoceeveivciiieiieniesinnnnieenenesesssssessescassesans 6

C. TujuanPenelitian. ......cccceccveeenrracrrennersesnsnessnnessnrasersssssesarsessssssnnans 7

D. Manfaat Penelitian.......ccuureriereenevrieceinerrisrecnseessessessesasesessessssnsesens 7
BABII TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teor vttt st een e 9

B. Penelitian Terdahull.......cocovecreeriernienieiiecsnncnesseseacnnesessaessessenes 73

C. KerangkaBerpiKir ........cooiioenerec e esecssenscsesscsessessessesssnnns 76

D. Operasionalisasi KODSEP.....ovviiriciniiniriniicinenecss s 77
BABIII METODE PENELITIAN

A, Desain Penelitian ..o 79

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan .....c..ccovevcninnninenscnenes 80

C. Instrumen Penelitian ......cuiiniennemisneimniomsemicasseionei 81

D. Prosedur Pengumpulan Data ......coeevivevcmninnnicneniccnenscsenercenns 81

E. Metode Alat ANaliSis .......cccereeirecimrermncimniriecnreseseerseerensees e eseesonns 84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .......ccuveviiiernininnnecrsenencenns 87

B. Perkembangan Pendidikan di Kota S0rong........cccminiiniineinns 91

xi



C. Peran Pemerintah Kota Sorong dalam Pengawasan

Pembiayaan Pendidikan .....cccecevevnrinennicnccnicenecressnan

D. Peran Pemerintah Kota Sorong dalam Pemerataan

Pembijayaan Pendidikan ........c.ccconmivnrcrenennicnnscenecns

E. Pola Pengawasan Pemerataan Kota Sorong Terhadap

Pembiayaan Pendidikan .......cccoeveriermrrereerireesvnrsessensenes

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Pembiayaan Pendidikan di Kota Sorong .........c.eeuee.e...

BAB VY PENUTUP

A, Kesimpulan .....cieeeernccieecrenrcesennsseeseseesesssnnes

xii

43371.pdf

Halaman



43371.pdf

DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .......coccccimevinnineesninsrsenesemssessenns 80
2. Gambar 3.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah .......ccccoocerveeveerveccerccenene. 87

3. Gambar 4.1 Jumlah Peningkatan Satuan Pendidikan Semua Jenjang
di Kota Sorong Tahun .......eceveveemecenicnnninnnsenrecriaesessnsesssessssesesssessenns 93
4. Gambar 4.2. Persentase Penduduk Kota Sorong yang Mengenyam

PendidiKan ......c.cccvvorveiorimieerssniiessiessssssssessosesisesssnaesssmmesssossnessssssessnnsees 106

xiii



43371.pdf

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Satuan Perangkat Daerah .........cccveenneeienieninscnnineneineennnns 88
2. Tabel 4.2 Jumlah Satvan pendidikan semua jenjang di Kota Sorong
tahun 2011-2016 ..ot et et ae 94
3. Tabel 4.3 Presentase Penduduk Kota Sorong Yang Mengyam
Pendidikan Jenjang TK-SMA/SMK .......ccoiimnrcenraneneneneecesesssnnens 101
4. Tabel 4.4 Tabel Presentase Penduduk Kota Sorong Yang Menyam
pendidikan Tahun 201 1-2016 ........ccceveverrercereceerereeceee e ee e e 101
5. Tabel 4.5 Presentase Kerusakan Ruang Kelas Tahun 2001-2016

6. Tabel 4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kota Sorong

Tahun 2012-2015 ..ot e s 107
7. Tabel 4.7 Rata Rata Capaian Kinerja Pemerintah Kota
Sorong Di Bidang Pendidikan 5 Tahun Terakhir........cccovemeericnnnnnen. 108

Xiv



43371.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
1. Lampiran 1. Kuisioner Daftar Pertanyaan Penelitian ........ccoeerreeinireiane 137
2. Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian .........ccocecvveevnrercrccrnene 143




43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf



43371.pdf

87

BAB1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di pemerintah Kota Sorong, yang secara geografis
terletak pada posisi antara 131° 15’ Bujur Timur dan 0° 54 Lintang Selatan
dengan ketinggian 3 meter dari permukaan laut, sehingga dipandang strategis jika
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Papua Barat. Hal ini juga
beralasan, karena Kota Sorong berada pada posisi paling barat dari Provinsi Papua
Barat, sehingga merupakan pintu masuk perhubungan wilayah Indonesia bagian
barat. Letaknya paling ujung, sebelah timur Provinsi Papua Barat, maka Kota
Sorong juga dinilai‘ dan dijadikan tempat persinggahan bagi pengunjung dan
wisatawan.

Kota Sorong yang memiliki Iuas wilayah 1.105Km?, dengan jumlah
penduduk 382.101 (Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sorong
2015) yang tersebar di 10 Distrik (Kecamatan) dan 41 Kelurahan itu dikenal
sebagai gerbang bagi Provinsi Papua Barat, kota industri, perdagangan dan jasa.
Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong {Lembaran Negara RI Nomor 173
Tahun 1999), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3894, Kota Sorong secara
administratif berbatas sebagai berikut:

< Sebelah Barat: Selat Dampir

% Sebelah Utara: Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Selat Dampir



L >

% Sebelah Timur: Distrik Makbon, Kabupaten Sorong
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% Sebelah Selatan: Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan Distrik

Salawati, Kabupaten Raja Ampat

Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, PP Nomor 41 tahun 2007

menyebutkan secara struktural organisasi perangkat daerah pemerintah Kota

Sorong yang siap memainkan peran melayani masyarakat demi kesejahteraan

bersama. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termaksud, terdiri dari 2

Sekretariat, 1 Inspektorat, 7 Badan, 16 Dinas, 1 Rumah Sakit Daerah, 4 Kantor,

dan 10 Distrik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sekretariat & . Kantor, Sumah Sakit,
Inspektorat Badan Dinas & Distrik
Sekretariat Daerah | Badan Perencanaan dan | 1. Dinas Kesehatan 1. Kantor Satuan Polisi
Sekretariat Dewan | Pémbangunan Daérah 2. Dinas Pendidikan Pamong Praja
Inspektorat Badan Lingkungan Hidup 3. Dinas  Pendapatan | 2. Kantor  Pengelola
Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Data Elektronik
Perlindungan Masyarakat 4. Dinas Pekerjaan | 3. Kantor  Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah Umum Perizinan Terpadu
Badan Diklat Daerah 5. Dinas Perhubungan 4. Kantor  Pengelola
Badan Pemberdayaan | 6. Dinas Perindustrian Hutan Lindung
Perempuan, Masyarakat dan dan Pertambangan 5. Rumah Sakit Umuom
KB 7. Dinas Perdagangan Dacrah Pekerja Sele
Badan Pengelolaan | 8. Dinas Koperasi dan Be Solu
Keuangan dan Aset Daerah UMKM 6. Distrik Sorong
9. Dinas TenagaKerja | 7. Distrik Sorong Timur
10. Dinas Pertanian 8. Distrik Sorong Barat
11. Dinas Sosial 9. Distrik Sorong
12. Dipas Pariwisata Kepulauan
dan Kebudayaan 10. Distrik Sorong
13. Dinas Pemuda dan Utara
Olah Raga 11. Distrik Sorong
14. Dinas Kebersihan Manoi
15. Dinas Kelautan dan | 12. Distrik Sorong
Perikanan Kota
16. Dinas 13. Distrik Klaurung
Kependudukan dan | 14. Distrik
Pencatatan Sipil Malaimsimsa
15. Distrik Maladomn

Mes

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013
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Pembagunan Kota Sorong khususnya di bidang ekonomi pada tahun 2014
menglami percepatan dibandingkan dengan tahun 2013, Laju pertumbuhan PDRB
tahun 2014 mencapai 12,10 persen lebih besar dibanding déngan 2013 sebesar
11,83 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi
yang mencatat sebesar 19,15 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB
yang lain pada 2014 mencapai pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan positif
juga di kategori jasa pendidikan sebesar 12.18 persen.

Selain di bidang ekonomi, pembangunan manusia merupakan perhatian
serius pemerintah Kota Sorong. Hal ini dikarenakan dalam upaya mewujudkan
Visi Kota Sorong, yakni “Terwujudnya Kota Sorong Sebagai Kota Termaju di
Tanah Papua”, pemerintah berupaya untuk setiap warganya mengalami
kesejahteraan lahir dan batin. Setiap warga Kota Sorong harus mengalami
kemajuan dan terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan,
dan keschatan yang rendah.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi tersebut, langkah strategik (Misi)
yang dilakukan pemerintah Kota Sorong, sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur dasar perkotaan yang memadai.

2. Meningkatkan pengembangan sosial dan kesehatan masyarakat,
termasuk sarana prasarana yang tersedia dan tefjangkau masyarakat
demi harmonisasi sosial.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; termasuk pada jajaran

aparatu yang profesional dan berkualitas.
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4. Meningkatkan pereckonomian dan jasa, karena menyerap banyak tenaga
kerja sebagai salah satu cara mengerem pertumbuhan angka kemiskinan
dan pengangguran.

5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang
berkelanjutan, kini dan yang akan datang; lingkungan yang bersih,
schat, dan nyaman.

6. Meningkatkan supremasi hukum dalam rangka membangun kesadaran
warga akan penghargaan akan kak-hak dasar masyarakat.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik demi implementasi asas good
governance,

8. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk tercipta
suasana yang harmonis, tertib, damai, dan nyaman sebagai ujud dari
penghayatan dan pengamalamn ideologi pancasila.

9. Peningkatan dan pengembangan pariwisata, budaya, pemuda, dan olah
raga; termasuk sarana-sarana pendukungnya.

Implementasi Visi dan Misi serta arah kebijakan pemerintah Kota Sorong
dipusatkan pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kualitas
pelayanan itu akan memadai bila didukung oleh sumber daya daerah yang tersedia
seperti kualitas sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Pada bagian
selanjutnya akan dinyatakan peran pemerintah berupa pembiayaan dan
pengawasan pembangunan pendidikan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
penyelenggara yang berperan dalam urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan

Kota Sorong,.
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Kota Sorong juga dituntut harus mampu bersaing dengan daerah lain yang
maju secara Nasional dan juga harus mampu berinteraksi dengan persaingan
global dan era pasar bebds yang dewasa ini tidak ddpat dibéndung melanda
kawasan Asia Pasifik dimana Kota Sorong termasuk di dalamnya. Untuk
mengatasi semua tantangan tersebut pemerintah Kota Sorong dituntut untuk terus
melakukan berbagai pembenahan salah satunya yaitu peningkatan mutu dan
kualitas Sumberdaya Manusia melalui pendidikan, sebagaimana yang tertuang
dalam salah satu misi Walikota Sorong yaitu peningkatan Kualitas Sumberdaya
Manusia untuk mewujudkan kota Sorong sebagai kota termaju di tanah Papua,
Penyelenggaraan pendidikan pedidikan di Kota Sorong telah diatur dalam
Peraturan Derah Kota Sorong Nomor 38 tahun 2013 tentang Pembangunan dalam
Penyelengaraan Pendidikan di Kota Sorong, peraturan tersebut terdiri dari 23 bab
dan 62 pasal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Sorong tersebut maka, tujuan
penyelenggaraan pendidikan di Kota Sorong adalah untuk meningkatkan dan
mengembangkan peserta didik orang asli papua dan penduduk lainnyayang
berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri sehat, demokrasi
dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri, sehat demokratis, berbudi

pekerti luhur dan bertanggung jawab (Perda No.38 tahun 2013, Bab II Pasal 2).

B. Perkembangan Pendidikan di Kota Sorong 5 Tahun Terakhir
Mendukung “Terwujudnya Kota Sorong Sebagai Kota Termaju di Tanah
Papua” yang menjadivisi Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan Kota Sorong

merespon dengan Sub Visi “Pendidikan Yang Berkualitas, Berakhlak, Demokratis
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dan Kompetitif®. Sebagai salah satu SKPD yang mengemban tugas pemerintahan
Kota khusus di bidang Pendidikan, meyakini bahwa visi utama Kota Sorong bisa
dicapai dengan komiitmeén kerja yang relevan, sehingga perlu merumuskan visi
intemal, menjadi dasar acuan pelaksanaan tugas yang dijabarkan secara garis
besar dalam 5 misi utama untuk selanjutnya dapat dijabarkan dalam
pelaksanaannya, Kelima misi Dinas Pendidikan Kota Sorong tersebut, antara lain:
1. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang
dianut dan nilai-nilai budaya;
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dan bermutu;
3. Mempertahankan dan menyelenggarakan pendidikan yang responsif,
adil dan merata;
4. Mendorong peningkatan kompetensi guru untuk menguasai ilmu
pengetahuan dan keterampilan pembelajaran;
5. Serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan pendidikan yang bermutu;

Aplikasi misi itu oleh Dinas Pendidikan Kota Sorong dirumuskan dalam
berbagai kegiatan dengan mengacu pada program nasional, yang mengerucut pada
pembangunan dan peningkatan meliputi, pembangunan ruang kelas bar,
peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan, rehabilitasi ruang kelas dan
sarana penunjang pendidikan yang mengalami kerusakan sedang dan berat,
pelaksanaan kegiatan pelatihan guru kerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu
Pendidikan (LPMP), mendorong dan memfasilitasi guru yang belum memenuhi

persyaratan penididikan minimal S]1 untuk melanjutkan kuliah, serta mendorong
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Selain itu Tabel 4.2. berikut dapat memperlihatkan atau menginformasikan

hal yang sama terkait jumlah satuan pendidikan semua jenjang di Kota Sorong.

Tabel 4.2, Jumlah Satuan Pendidikan Semua Jenjang di Kota Sorong

2011-2016
. Jumlah samaF Pendidikan
No | Jenjanj Pendidikan 'i‘ahlf; 3011 | Tabun2016
1 TRA — =5
2 | SDMI 77 81
3 | SMP/MTS 32 36
4 | SMA/MA 18 77
5 |SMK 1 13

Dari data diatas dapat disimmpulkan bahwa upaya pemerintah dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota sorong mengalami
peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini
menunjukan adanya kepedulian dan perhatian pemerintah Kota Sorong untuk
mewujudkan Kota Sorong sebagai Kota termaju di Tanah Papua, bukan saja di

bidang infrastruktur dan perekonomian tetapi juga di bidang pendidikan.

C. Peranan Pemerintah Kota Sorong dalam Pengawasan Pembiayaan
Pendidikarn

Peranan pemerintah dalam pendidikan merupakan upaya mengarahkan,
membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemerintah pusat dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
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terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa
diskriminasi yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pemerintah
berperan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dengaan
tujuan agar warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan kepandaian,
kesadaran akan tugas dan kewajiban serta memiliki jiwa pengabdian kepada
bangsa dan Negara (Elfindri,2001).

Pemerintah pada dasarnya berperan penting dalam penyelenggaraan
pendidikan di suatu daerah. Hal ini didasari oleh beberapa hal penting, yaitu:

1. Pendidikan memerlurkan pembiayaan yang berarti memenuhi kebutuhan

pokok masyarakat atau menunjang kelangsungan hidup.

2. Tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan pendidikan.

3. Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara.
Dalam pembiayaan pendidikan, pemerintah serius dalam memperhatikan prioritas
pembiayaan pendidikan seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti
bangunan sekolah dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Kondisi demikianlah
yang mempengaruhi sistim pembiyaan pendidikan di suatu daerah
(Kabupaten/Kota), seperii yang telah dan sedang dilakukan pemerintah Kota
Sorong secara berkelanjutan.

Sistim pembiayaan pendidikan nasional di Indonesia telah diatur dalam
Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008

tentang pendanaan pendidikan.
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Sistilﬁ pembiayaan pendidikan di Kota Sorong diatur dalam peraturan
daerah Kota Sorong Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan
di Kota Sorong. Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan wujud implementasi
dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua/Papua Barat, memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Papua/Papua Barat untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang
dan jenis pendidikan di Provinsi Papua/Papua Barat.

Pemerintah Kota Sorong sebagai salah satu Pemerintah kota di Provinsi
Papua Barat berkewajiban membangun dan menyelenggarakan Pendidikan di
Kota Sorong dengan mengacu pada sistem Pendidikan Nasional dan menonjolkan
kekhususan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-UndangNomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Barat dengan
biaya pendidikan yang terjangkau bagi semua penduduk.

Sebagai wujud implementasi dari peraturan daerah tersebut, adapun
wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kota Sorong dalam hal pengelolaan
pendidikan yang tertuang didalam BAB IV pasal 4 dan pasal 5 UU tersebut
menyatakan bahwa:

Pasal4
Pemerintah Kota Sorong memiliki beberapa kewenangan, antara lain:
a. Mengelola penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan.
b. Membina dan menjaga standar mutu penyelenggaraan pendidikan dasar
dan menengah.
c. Menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan dasar

d. dan menengah.
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e. Mengangkat dan memberhentikan, dan mengelola tenaga pendidik dan
kependidikan pada jenjang pendidikan menengah umﬁm dan kejuruan.

f. Menyelenggarakan pendidikan dasar.

g. Mengeluarkan izin operasional pendidikan dan penyelenggaraan
pendidikan dasar.

h. Mengangkat, memberhentikan dan mengelola pendidik dan tenaga

1. kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar.

J. Menetapkan kriteria daerah terpencil dan pemberian tunjangan.

k. Melarang dan menutup aktivitas penyelenggaraan pendidikan dasar yang
melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1). Pemerintah Daerah Kota Sorong bertanggung jawab:

a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk;
Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberlakukan
pada setiap satuan pendidikan;

b. Menyediakan saran dan prasarana penunjang penyelenggaraan
pendidikan;

c. Menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap jalur,
jenis dan jenjang pendidikan, dan;

d. Meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan
kependidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan

dalam anggaran pemerintah daerah Kota Sorong (APBD) setiap tahun.
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D. Peranan Pemerintah Kota Sorong dalam Pemerataan Pembiayaan
Pendidikan

Pemerintah Kota Sorong memiliki tanggung jawab dan berperan penting
dalam urusan pembangunan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas
pendidikan, banyak hal yang perlu diperhatikan implementasinya secara efektif
dan menjuijung asds-asas penyélénggaraan pemerintahan  yang  baik.
Pembangunan pendidikan untuk perwujudan nilai equality dan pemerataan adalah
konsentrasi serius pemerintah Kota Sorong. Beberapa kompenen berikut ini
menjadi konsentrasi serius pemerintah, antara lain: perihal pembiayaan, indikator

pemerataan pendidikan, dan indikator capaian penyelenggaraan.

1) Konponen Pembiayaan Pendidikan

Sesuai dengan bunyi Pasal 31 UUD 1945 yaitu: “Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan (Pasal 1). Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (Pasal 2).Pembiayaan
pendidikan oleh pemerintah penting karena alasan utamanya adalah tidak
semua masyarakat mampu untuk mendapatkan pendidikan, khususnya
masyarakat yang tinggal pada kondisi geografis, kondisi fisik dan mental
anak-anak serta kondisi ekonomi keluarga atau rumah tangga. Maka,
pemerintah perlu ikut campur dalam pelaksandan pendidikan. Namun harus
diperhatikan, bahwa dalam pembiayaan pendidikan memiliki elemen atau
komponen yang berbeda antara pendidikan untuk SD dan SMP. Berdasarkan
standar pelayanan minimum SPM maka komponen pembiayaan untuk
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) akan berbeda komponen/elemennya, seperti:
I. Pembiayaan Untuk SD: Sumber Pembiayaan:

a. Pemerintah wajib menyediakan dana pendidikan bagi SD Negeri dan

memberikan subsidi kepada Sekolah Dasar swasta.
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b. Dana dari masyarakat/orang tua peserta didik untuk Sekolah Dasar
Negeri Percontohan dan Koalisi yang ditetapkan oleh Pemerintah,

c. Sumber lainnya seperti hibali/sumbangan, dan lain-lain.

d. Aggaran rutin operasional bagi yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar
Swasta.

IL. Pembiayaan Untuk SMP: Sumber Pembiayaan

a. Pemerintah Pusat seperti BOS untuk Sekolah Negeri dan Swasta;

b. Pemerintah daerah yang menyediakan anggaran bagi SMP Negeri;

¢. Dana dari masyarakat orang tua murid/dunia usaha diupayakan untuk
membiayai peningkatan mutu pendidikan bagi Sekolah Neger
SSN/Koalisi dan Sekolah Swasta;

d. Sumber lain, misalnya hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

e. Sumbangan tidak mengikat.

| Biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan
dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang
mencakup: gaji guru, peningkatan kemampuan professional guru, pengadaan
sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot, pengadaan
alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat kantor, kegiata
ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervise/pembinaan

pendidikan (Fattah,2002;33).

2) Indikator Pemerataan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan yang merata merupakan salah satu aspek

penting dalam pembangunan pendidikan secara keseluruban. Salah satu




43371.pdf
100

masalah pokok dalam hal pemerataan pembiayaan pendidikan adalah
bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah di satu sisi, dan sisi
lain -bagaima'n'a melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak
mampu) dari hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan,

Dari sisi makro pendidikan ditentukan pula oleh perkembangan
ckonomi suatu daerah. Manan (2009:40) menjelaskan bahwa terdapat
hubungan yang bersifat timbal balik antara ekonomi dengan pendidikan.
Perkembangan pendidikan memerlukan pembiayaan dari sebuah sistim
ekonomi, sebaliknya pembangunan ekonomi memerlukan pengembangan
sumber daya manusia (human resources development).

Salah satu indikator dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang berkualitas adalah mutu pendidikan yang meliputi sarana pendidikan dan
kualitas pendidik atau guru. Terkait denga hal tersebut Pemerintah Kota
Sorong telah melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik
yang merata di berbagai sektor, salah satu yang terpenting adalah sektor
pendidikan. Indikasinya dapat dilihat dari prensentasi masyarakat Kota Sorong
yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat dalam kurun waktu 5
tahun terakhir. Berikut ini adalah presentasi penduduk Kota Sorong yang
mengenyam pendidikan jenjang TK/RA,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan

SMK.



43371.pdf



43371.pdf
102

Dari presentase pendidikan yang dicapai 5 tahun terakhir ini, dapat
dilihat bahwa jumlah tenaga pendidik atau guru terus mengalani peningkatan
seiring dengan semiakin bertamibahnya jumlah peénduduk Kota Sorong yang
membutuhkan pelayanan pendidikan. Hal ini membuktikan komitmen
pemerintah Kota Sorong dalam kebijakan pembangunan sumberdaya manusia,
berupa akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat Papua
sehingga menciptakan pemerataan pendidikan (persamaan kesempatan untuk
memperoleh pendidikan) dan keadilan dalam memperoleh kesempatan

pendidikan (equality dan equity).

3). Indikator Capaian Penyelenggaraan Pendidikan

Pencapaijan kinerja Pemerintah Kota Sorong di bidang pendidikan
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir diukur berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sorong (LAKIP). Capaiannya
Merupakan kemampuan perencanaan dan basil pelaksanaan kegiatan
pembangunan maupun rutin, Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan target dan realisasi Pengukuran kinerja menggunakan
indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan
menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk
menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator
kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja
tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator outcomes atau

minimal owfputs dani kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
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diinginkan. Berikut ini adalah capaian kinetja pemerintah Kota Sorong di

sektor pendidikan:

(a). Jumiah Sarana Prasarana SD, SMP, SMA yang Tersedia di Kota Sorong

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan

dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Prasarana dan

sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur

mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota

Sorong terus mengalami pertumbuhan dan perbaikan secara bertahap. Hal

inidapat dilihat dari semakin menurunnya prosentase jumlah ruang belajar

yang mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan sedang sampai dengan

kerusakan yang berat dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas sarana dan

prasarana dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.5. Persentase Kerusakan Ruang Kelas tahun 2011-2016

ST Lo - Prosentdse Kerusakan'
Jenis Sarana Prasarana 2011 2016
Ruang kelas SD yang mengalami kerusakan 24,00 % 16,08 %
(sedang dan berat)
Ruang kelas SMP yang mengalami 18,00% 8,97%
kerusakan ( sedang dan berat )
Ruang Kelas SMA yang mengalami 21,87% 15,30 %
kerusakan ( sedang dan berat }
Ruang kelas SMK yang mengalami 23,00% 14,17 %
kerusakan (sedang berat)
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(b). Jumlah Masyarakat Kota Sorong Yang Mengikuti Paket C Setara SMU
Paket C adalah Program Pendidikan Non formal sebagai alternatif dari
Dinas Pendidikan yang diperuntukkan bagi Siswa Siswi yang putus sekolah
atau yang dulunya Tidak sempat menikmati Pendidikan Formal SMA
karena seperti Sibuk kerja, Wiraswasta, Olahragawan Paket C adalah
program penyempurnaan dari Program Ujian Persamaan yang sebelumnya
iberlakukan. Ijazah dari Paket C ini dihargai sama dengan Ijazah Sekolah
Menengah Atas (SMA) yang dapat dipergunakan untuk melamar kerja,
melanjutkan kuliah di PTN atau PTS dalam dan luar negeri, penyesuaian
golongan jabatan di TNI, POLRI, PNS dan pegawai swasta. Dari capaian
target kinerja yang ditetapkan dapat terealisasi 100% (laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sorong tahun 2016 ).

(c).Jumlah Masyarakat Yang Memahami Dasar-Dasa Taruna

Tanggap dan Karang Taruna

Pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
khususnya generasi muda di wilayah sekitar atau komunitas sosial
sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai
organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan
dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan
kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang
tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya

alam yang telah ada. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi
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kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa
sekarang maupun masa yang akan datang.

Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan
pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian,
ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian,
Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan
Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi
berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi
muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan
potensi generast muda di lingkungannya. Dari capaian target kinerja yang

ditetapkan dapat terealisasi 100%.

(d). Terpenuhinya Kebutuhan dan Sarana Prasarana Mahasiswa Asal

Kota SorongYang Tinggal di Manokwari dan Jayapura

Pada umumnya asrama bertujuan sebagai tempat tinggal sementara
kepada mahasiswa asal kota sorong yang berada di manokwari dan
jayapura. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa selama
dalam masa studinya dalam menunjang proses belajar dan Sebagai sarana
interaksi sosial dengan sesama mahasiswa dan masyarakat sehingga
membantu mahasiswa yang berasal dari kota sorong dalam mengatasi
kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal selama masa studinya.

Daricapaian target kinerja yang ditetapkan dapat terealisasi 100%.

(€). Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Sorong
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Jika melihat komposisi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan,

maka tingkat intelegerisia penduduk Kota Sorong dapat dikatakdn cukup

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk Kota Sorong yang

memiliki ijazah sestingkat SMA.

Keadaan yang cukup menggembirakan ini tentunya dapat dijadikan

evaluasi positif bagi pihak pemerintah Kota Sorong, karena SDM yang

berkualitas merupakan salah satu modal dasar pembangunan daerah.

Tabel 4.6.Angka Partisipasi Sekolah (APS) di
Kota Sorong Tahun 2012-2015

Jenjang Pendidikan | Jenis 2012 2013 2014
Kelamin

88,30 88,79 91,31

SD+SLTP+SLTA |L+P 81,90 89,48 92,79

85,80 87,79 92,06

Sumber: BPS Kota Sorong 2012-2014

Rata-rata Target capaian Kinerja di bidang sumberdaya manusia

demi terwujudnya Misi Kota Sorong yaitu Sebagai Kota termaju di tahan

Papua, dapat digambarkan lebih jelas dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 berikut ini.
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Table 4.7. Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sorong di Bidang
Pendidikan 5 tahun terakhir

1. Jumlah Masyarakat Yang Target 1 keg
mengikuti paket C setara SMU realisasi | keg 100%
2.JumlahSarana Prasarana target 628,432 paket
. N 100%
SD,SMP SMA yang Tersedia  realisasi 628,432 paket
Di Kota Sorong
3.Jumlah masyarakat yang memahami Target 190 Orang
— 100%
Dasar-dasar taruna tanggap dan realisasi 190 Orang
Karang taruna
4.Terpenuhinya Kebutuhan dan Target 102 buah
Sarana Prasarana Mahasiswa asal 4 paket
100%
Kota Sorong Yang tinggal realisasi 104 buah
di Manokwari dan Jayapura 4  paket
5. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Target 294 set
Masyarakat Kota Soron 4 K
& ® 100%
realisasi 294 set
4 Keg

4). Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang

berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan

ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal 33-36

dijelaskanmengenati sumber daya pendidikan. Pemerinta (Pemerintah

Provinsi/Daerah) sangat bertanggungjawab penuh terhadap terselenggaranya
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pendidikan untuk mewujudkan pembangunan di bidang Sumber daya
Manusia.

Dengan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Sorong (DPR) bersama Walikota Kota Sorong telah menetapkan peraturan
daerah Kota Sorong No 38 Tahun 2013 tentang pembangunan dalam
penyelenggaraan pendidikan di Kota Sorong. Peraturan daerah (PERDA)
tersebut menyangkut wewenang dan tanggung Jawab Pemerintah terhadap
pembangunan pedidikan yang diatur dalam pasal 4 dan 5 bahwa Pemerintah
Kota Sorong berkewenangan:

Pasal 4
a. Mengelola penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan.
b. Membina dan menjaga standar mutu penyelenggaraan pendidikan dasar
dan menengah,
¢. Menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan
dasardan menengah.
d. Mengangkat dan memberhentikan, dan mengelola tenaga pendidik dan
kependidikan pada jenjang pendidikan menengah umum dan kejuruan;
e. Menyelenggarakan pendidikan dasar.
f. Mengeluarkan izin operasional pendidikan dan penyelenggaraan
pendidikan dasar.
g. Mengangkat, memberhentikan dan mengelola pendidik dan
tenagakependidikan untuk jenjang pendidikan dasar.

h. Menetapkan kriteria daerah terpencil dan pemberian tunjangan.
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i. Melarang dan menutup aktifitas penyelenggaraan pendidikan dasar
yangmelanggar peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Pemerintah daerah Kota Sorong bertanggung jawab:
a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk;
b. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberlakukan pada
setiap satuan pendidikan;
¢. Menyediakan saran dan prasarana penunjang penyelenggaraan
pendidikan;
d. Menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap jalur, jenis
dan jenjang pendidikan, dan;
e. Meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
dalam anggaran pemerintah daerah Kota Sorong setiap tahun.

Wujud dari implementasi peraturan daerah Pemerintah Kota Sorong
tersebut, maka sistem pembiayaan pendidikan di Kota Sorong bersumber
dari 3 komponen yaitu dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

a). Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat, berupa dana Bos

dan subsidi/blok grant.
Dana Bos : Semua wilayah daerah memperoleh dana im
yang diperhitungkan berdasarkan jumlah

siswa,
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Subsidi/Block Grant : Diperoleh dari dana APBD (Anggaran

Pendapat Dan Belanja Daerah).

b). Dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, berupa BOP
(biaya operasional pembangunan. Dana ini diperoleh PAD (Pendapat
asli daerah yang bersumber dari pajak dan investasi), DAU (Dana
Alokasi Umum dari pusat), DAK (Dana alokasi khusus dari pusat) dan
lain-lain. Pemberian dana ini variatif jumlahnya di setiap daerah dan
disesuaikan pula dengan jumlah siswa di setiap daerah.

c). Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat dapat dikelompokan
menjadi dua bagian yaitu dana yang bersumber dari swasta yang dalam
prateknya membutuhkan bantuan dari orangtua murid yang biasanya
digunakan untuk pembiayaan perlengkapan sekolah (seragam, buku,
ATK dan lain-lain).

Adapun prinsip dasar mengenai Perolehan Dana Pendidikan yaitu :

Keadilan:

Yang dapat digambarkan menjadi dua bagian yaitu :

** Apabila ekonomi (penghasilan) rendah di suatu sekolah maka bantuan
yang diberikan akan lebih besar.

** Apabila ekonomi {penghasilan) tinggi di suatu sekolah maka bantvan
yang diberikan akan sedikit karena dianggap sudah dapat membiayai
Keperluan sekolah sendir.

Tujuan dari asas keadilan ini adalah agar semua warga negara bisa

mengakses pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan harus sesuai dengan

prinsip pengelolan keuangan sebagai berikut:
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Keadilan:

Yakni alokasi dana ke daerah tidak boleh dilihat dari jumlah penduduk
melainkan dilihat dari kebutuhan, sehingga muncul DAU (Dana Alckasi
Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) di setiap daerah. Dana Alokasi
Umum (DAU); merupakan mekanisme primer dalam memanfaatkan
kemampuan meningkatkan pendapatan untuk mendanai kebutuhan daerah.
Ini merupakan suatu skema block grant menggunakan mekanisme
pemerataan, dengan 90% didistribusikan ke pemerintah daerah dan hanya
10% ke propinsi. DAU memiliki tujuan keuangan antar pemerintah yang
lebih luas daripada sekedar sektor pendidikan, tetapi melalui mekanisme ini
bahwa gaji guru ditransfer, setidaknya untuk guru yang merupakan PNS.
DAU dikelola pada kebijaksanaan pemerintah daerah. Sedangkan Dana
Alokasi Khusus (DAK); diperuntukkan untuk sektor dan ditujukan untuk
peningkatan infrastruktur, dan didesain sebagai program bantuan/grant yang
spesifik. Ini juga dimaksudkan untuk merangsang pembelajaran tambahan
pada prioritas nasional. DAK untuk pendidikan diajukan untuk mendukung
rehabilitasi ruang kelas dan ruang gedung SD/MI dan secara khusus tidak
ditujukan untuk operasional sekolah, biaya administrasi, perjalanan atau
pelatihan.

Efisiensi:

Y akni penghematan sehingga muncul standar anggaran di setiap sekolah.
Transparansi:

Yakni adanya laporan dengan bukti fisik yakni berupa foto kegiatan dan

sarana berupa bukti barang.
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Akuntabilitas:

Yakni adanya pertanggung jawaban yang dilihat dari alokasi dana dan

besaran/volume.

E. Pola Pengawasan Pemerintah Kota Sorong Terhadap Pembiayaan
Pendidikan
Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yaitu
kegiatan yang berkepan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan,
penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang vyang dilakukan
bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang menurut Napang fatah
pengawasan pembiyaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan,
menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana proses
pengawasan terdiri dari:
a). Memantau (monitoring)
b). Menilai
c). Melampirkan hasil temuan, baik pada kinerja actual maupun hasilnya.
Menurut Nanang Fatah, langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses
pengasawan adalah sebagai berikut:
1) Penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas,
biaya maupun waktu.
2) Menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi
rekomendasi.
3) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenamnya dengan

yang telah ditetapkan,
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Pada pola pemerintah, setiap unit yang ada dalam departemen
mempertanggungjawabkan manajemen keuangan kepada BPK (Badan
Pengawasan Keuangan) melalui catatannya. Sasaran auditing antara lain yaitu kas,
yang dimaksud utuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan
membandingkan jumlah uang seharusnya ada melalui catatannya. Sasaran lain
yaitu pengirisan barang, yang bukan saja membandingkan antara jumlah barang
yang ada dengan barang yang seharusnnya ada, namun juga memerikasa cara-cara
penyimpanannya, pemeliharaannya dan penggunaannya. Sasaran dari diadakan
auditing antara lain menindak lanjuti jika terjadi penyimpangan, dalam hal ini
guna menentukan ganti rugi. Pemeriksaan sebenamnya tidak hanya dilakukan
setelah anggaran direalisasikan namun juga sebelumnya (pemeriksaan anggaran
pre auditing). Pemeriksaan ini meliputi pada kematangan rencana atau anggaran
yang menyangkut pada kebijakan semua metode yang digunakan dalam
merealisasikan anggaran.

Pengawasan Anggaran Pendidikan Dalam sebuah manajemen manapun
tidak akan pernal lepas dengan pengawasan atau yang kita kenal dengan
controlling. Secara istilah pengawasan ini bermakna suatu kegiatan melihat,
memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksaanan dari
sebuah program yang telah dicanangkan untuk melihat ketercapaian tujuan yang
sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan pengawasan penggunaan
dana pendidikan dapat diartikan dengna memperhatikan, melihat, menilai, dan
melaporkan penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk
membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan

tersebut digunakan sesuai dengan semestinya, dan program pendidikan dapat
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berjalan secara baik, efesian, dan efektif. Agar pengawasan keuangan pendidikan
ini dapat hasil yang diinginkan, maka pengawasan tersebut harus dijalani dengan
baik secara sistematik dan sistematis muali dari kegiatan memonitor, memeriksa,
menilai, dan melaporkan. Pengawasan dana pendidikan tidak dapat dilakukan
dengan setengah-setengan namun ia harus dilakukan secara total. Pola
pengawasan yang digunakan dalam pengawasan keuangan pendidikan ditujukan
pada kondisi riil dari kinerja (input), informasi yang tepat untuk bahan pelapran
kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijaksanaan (our pu),
dan monitoring, evaluating, dan reporting menjadi fokus utama dalam proses
pengawasan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan
untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah
dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu pengawasan
penggunaan anggaran pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk
menetapkan suatu pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakaan, menilainya,
mengoreksinya dengan maksud agar pelaksaanaan pekerjaan sesuai dengan
rencana awal.

Setidaknya Ada empat presfektif pelaksanaan pengawasan biaya
pendidikan di antaranya adalah; pengawasan melekat, pengawasan fungsional,
pengawsan legalistif, dan pengawasan masyarakat. Ini merupakan bentuk
optimalisasikan peran pengawasan keuangan pendidikan. Pertanggungjawaban
Keuangan Pendidikan Dalam pengolahan keuangan pendidikan tidak akan
terlepas dari pembuatan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, yang
dimaksud dengan pertanggungjawaban keuangan pendidikan adalah aktivitas

membuat laporan keuangna dari kegiatan pengelolaan keunangan pendidikan yang
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disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan untuk
atasan langsung bendaharawan atau untuk instansi yang terkait. Kegiatan
pertanggungjawaban keuangan pendidikan dilakukan dengan mengecek
keabsahan bukti pengeluaran, keabsahan itu harus memiliki komponen berikut;
nama instansi, nama yang berhak menerima pembayaran, uraian pembayaran,

jumlah uang yang dibayar, tahun anggaran dan mata anggaran.

a). Hubungan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistim
Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Dalam tata tertib yang diatur dari PP 16/2010, tugas komisi DPRD
hanya sebatas “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi” atau
melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan
keputusan DPRD. Bila dikaitkan bahwa APBD juga adalah wujud dari
rancangan Perda.

Pengawasan pembiayaan juga terkait dengan Badan Anggaran
(Banggar) DPRD. Adapun Tugas Banggar DPRD disebut dalam Pasal 55
PP 16/2010 yang kemudian disalin dalam Tata Tertib DPRD. Ada
sejumlah tugas (jika dibaca sebagai wewenang) Banggar dalam memberi
usulan atau saran.

Pertama, memberi saran atau pendapat berupa pokok-pokok pikiran
DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD

paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Maksud dari

ketentitan ini, saran dan pendapat Banggar disampaikan pada tahap
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pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA). KUA adalah tahap pertama
dari 11 tahapan yang harus dilalui dalam proses penetapan APBD. Saran
dan pendapat Banggar diformulasikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran
yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam Banggar.Biasanya
pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dilaksanakan setiap bulan
Juni.Kedua, tugas Banggar melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh
anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam
rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan
plafon anggaran sementara. Jika ketentuan ini juga dibaca sebagai wujud
memberi saran, usulan dan masukan, hal ini terjadi pada tahap pembahasan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang disebut PPAS (prioritas
plafon anggaran sementara). Pembahasan PPAS adalah tahap ketiga dari
serangkaian proses dan biasanya dilakukan antara bulan Juli-Agustus.
Selebihnya tugas dan wewenang Banggar tidak ada lagi yang berkaitan
dengan memberi usul, pendapat, masukan atau saran atas rancangan
APBD.Saran dan pendapat kembalidimiliki oleh Banggar dalam (1)
rancangan APBD perubahan; dan (2) pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Bahkan dalam Pasal 55 PP 16/2010, kewenangan Banggar dalam
melakukan pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah
sebatas tahapan pembahasan KUA dan PPAS. Seperti diketahui dalam
pembahasan KUA dan PPAS, rincian jenis kegiatan dan alokasi anggaran
belum ada, karena baru bersifat umum untuk dijadikan dasar atau pedoman
penyusunan rancangan APBD. Rancangan APBD yang dimintakan

persetujuan pada DPRD dilaksanakan pada tahap akhir atau tahap ke-11
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yang biasanya dilaksanakan pada akhir bulan Desember. Dalam rancangan
APBD tersebut memang sudah termuat rincian kegiatan beserta nilai
anggaran. Namun, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membahas
secara terperinci hingga jenis dan kegiatan atau sampai satuan tiga.
Apalagi memberi saran, pendapat, usulan, atau masukan perihal
pelbagai macam kegiatan beserta besar anggarannya. Kewenangan DPRD
dalam hal ini Banggar atau Komisi yang memberi saran, usulan, pendapat
dan masukan hanya sebatas pada tahap pembahasan KUA dan PPAS.Atau
hal-hal yang bersifat umum, makro dan kebijakan. Bukan masuk pada
tahapan teknis, dan macam-macam kegiatan. komisi terkait misalnya
Komisi D memanggil Kepala Dinas Pendidikan hanya dalam rangka
meminta penjelasan lebih lanjut. Keterangan atau penjelasan Kadis
Pendidikan itu menjadi pertimbangan Komisi untuk menyatakan setuju

atau tidak setuju atas rancangan APBD yang diajukan,

Setiap penggunaan anggaran pendidikan yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah diawasi oleh DPR, tentutnya dengan mekanisme dan
aturan yang ada. Seperti penggunaan dana hibah telah diatur didalam
peraturan menteri keuangan No 52/PMK.01./2006. Yang kemudian diatur
dan dikelola dibawah sistim pengawasan legislatif sehingga terciptalah
transparansi dan akuntabilitas sisttim pengelolaan keuangan daerah.
Sedangkan DAU Dan DAK diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan

PP No 55 Tahun Dana perimbangan tersebut diperuntukan untuk:
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(1) Menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang

| keuangan antar tingkat pemerintahan;

(i)  Menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan
antar pemerintah di tingkat yang sama;

(ii) Menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah
vang sejalan dengan kepentingan nasional. Dana yang biasanya
ditransfer dari pemerintah pusat adalah DAU. Proporsi DAU
terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan
dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan

Asli Daerah).

b). Hubungan  Pengawasan dengan Kegiatan Pembiayaan
(Manajemen Anggaran)

Manajemen pembiayaan memiliki tiga tahapan penting yaitn
tahap perencaan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian. Ketiga tahapan
tadi apabila diterapkan dalam manamejen keuangan menjadi tahap
perencanaan keuangan (budgering), tahap pelaksanaan (accounting),
dan tahap penilaian (auditing).

1. Budgeting (keuangan)
Budgeting atau penganggaran merupakan proses kegiatan atau
proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana
operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan
uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan

kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dasar suatu
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anggaran adalah sebagai bentuk perencanaan, alat pengendalian
dan alat analisis.
Agar fungsi-fungsi terscbut dapat berjalan, jumlah yang
dicantumkan dalam anggaran adalah jumlah yang diperkirakan
akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah
tersebut diupayakan agar mendekati angka yang sebenarnya,
termasuk di dalamnya adalah perhitungan pajak-pajak terkait yang
menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau
program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa
biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana tersebut
dihabiskan. Dengan racangan yang demikian fungsi anggaran
sebagai alat pengendali akan dapat diefektifkan, Langkah-langkah

penyusunan anggaran yaitu :

L)

* menyusun rencana yang akan dilaksanakan.

L/
b4

Menentukan rencana berdasarkan skala prioritas
pelaksanaannya.
% menentukan program kerja dan rincian program.

* menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program

L)

<+ menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, jumlah yang direalisasikan bisa
jadi tidak sama dengan anggarannya. Realisasi keuangan yang

tidak sama dengan anggaran harus dianalisis penyebabnya, dan
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apabila diperlukan dapat dilakukan revisi anggaran agar fungsi
anggaran dapat tetap berjalan. Perbedaan antara realisasi
pengeluaran dengan anggarannya bisa terjadi karena ;

< Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran.

% Terjadinya penghematan atau pemborosan.

% Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah

diprogramkan.

» Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi.

-0

* Penyusunan anggaran yang kurang tepat.

Anggaran bersifat luwes artinya apabila dalam perjalanan
pelaksanaan kegiatan ternyata harus dilakukan penyesuaian
kagiatan, maka anggaran dapat direvisi dengan menempuh
prosedur tertentu.
2. Accounting (pembukuan)

Tahap kedua dari kegiatan pembiayaan adalah pembukuan atau
kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan ini meliputi
dua hal yaitu, pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan
menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang.
Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan.
Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan
pertama, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.
Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi
hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan

bendaharawan.
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3. Auditinig (pemeriksaan).

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggung
jawaban penerimaaan, penyimpanan dan pembayaran atau
penyerahan uang yang dilakukan bendaharan kepada pihak-pihak
yang berwenang. Kegiatan lain yang menyangkut manajemen
pembiayaan adalah membuat laporan pertanggung jawaban
keuangan kepada kalangan internal atau external yang menjadi
pelaporan dapat dilakkan secara periodik seperti laporan tahunan
dan pada masa akhir jabatan pimpinan. Dalam melakukan
manajemen anggaran haruslah memperhatikan beberapa azas
dalam pengelolaan anggaran, azas-azas tersebut meliputi:

% Azas Plafond, bahwa anggaran belanja tidak boleh melebihi
jumlah tertinggi dari standar yang ditentukan. Misalnya jika
dalam RAPBN telah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan
adalah 12% dari seluruh Anggaran Belanja Negara, dan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY
dialokasikan sebesar 10 milayar rupiah, maka walaupun ada
kebutuhan mendesak atau ada kenaikan harga, permintaan tidak
boleh melebihi anggarannya. Kekurangan biaya tersebut dapat
diajukan pada tahun berikutnya.

% Azas Pengeluaran, bahwa pengeluaran pembelanjaan harus

didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. Misalnya
pembelian kertas sudah ditetapkan sebesar satu juta rupiah,

tetapi ternyata tidak cukup, kita tidak boleh semaunya
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menggeser uang pemeliharaan kendaraan dinas dipakai untuk
menutup kekurangan anggaran kertas tersebut. Setiap anggaran
yang telah disetujui telah pula dibagi-bagi menurut mata
anggaran masing-masing. Pergeseran penggunaan hanya dapat
dilakukan apabila ada ijin dari Direktorat Jenderal Anggaran
Departemen.

% Azas Tidak Langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap
penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk
suatu keperluan pengeluaran, Setiap penerimaan uang,
misalnya SPP di sekolah harus disetorkan dahulu ke Bank atau
Kas Nepara. Kemudian, jika kita akan minta hak yang telah

dialokasikan, baru kemudian mengajukan permintaan ke kas

Negara.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Pembiayaan Pendidikan
1. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang
meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Berkembangnya demokrasi pendidikan
Dahulu banyak Negara yang masih dijajah oleh bangsa lain yang tidak
memperbolehkan penduduknya untuk menikmati pendidikan. Dengan
lepasnya bangsa itu dari cengkeraman penjajah, terlepas pula
kekekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia,
demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 UUD

1945 ayat ! dan 2. Konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka
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pemerintah menyediakan dana yang cukup. Kota sorong sebagai bagian
dari pemerintah Kota di Provinsi Papua Barat Negara Indonesia ikut
merasakan pentingnya pendidikan bagi warga masyarakat, sehingga
pendidikan juga merupakan permasalahan penting yang tersu menjadi
perhatian Pemerintah Daerah.
b. Kebijaksanaan Pemerintah

Pemberian hak kepada warga Negara untuk memperoleh pendidikan
merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan
dan mengembangkan bangsanya. Namun demikian, agar tujuan itu
tercapai pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang
bersifat meringankan dan menunjang pendidikan. Misalnya pemberian
pembiayaan yang besar bagi pendirian gedung dan kelengkapannya,
meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan
pemungutan serta bea siswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya.
kebijakan Pemerintah Pusat telah di limpahkan ke daerah melalui UU
Otonomi khusus Papua No 2] Tahun 2001. Bagi Papua, UU Otsus
membawa harapan baru bagi Papua untuk menjawab berbagai persolan
yang terjadi bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka. Namun terdapat
masalah formulasi dan implementasi Otsus Papua. Diantaranya adalah
beberapa kebijakan nasional dalam bentuk Peraturan Perudang-
undangan yang tidak sejalan dan selaras dengan UU Otsus. Bahkan,
banyak lembaga pemerintahan yang tidak tahu mengenai Otonomi

Khusus Papua ini sechingga kebijakannya menjadi berbenturan.
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¢. Tuntutan Pendidikan dan Inflasi
Kenaikan tuntutan pendidikan terjadi dimana-mana. Di dalam negeri
tuntutan pendidikan ditandai darteri segi kuantitas, yaitu semakin
banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dan segi kualitas yaitu
naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Hal tersebut juga terjadi di Kota Sorong, sebagai Kota yang heterogen
dengan jumlah Penambahan jumlah penduduk Kota Sorong 2 tahun
terakhir meningkat menjadi 10 Persen, dengan jumlah sebanyak
382.101 jiwa dibanding tahun sebelumnya, yakni tahun 2015 sekitar
374.000 jiwa. Dengan demikian maka kebutuhan akan pendidikan
semakin bertambah sehingga pemerintah Kota terus berupaya untuk
meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan melalui pemberian
bantuan bea siswa, pembangunan dan perbaikan gedung sckolah,
penambahan fasilitas belajar seperti laboratorium, perpustakaan,
lapangan olahraga dan lain-lain.

2. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu
sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan.
Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan Pendidikan

Sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh
terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu
lembaga pendidikan. Berubahnya tujuan pendidikan kearah
penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang

mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
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b. Pendekatan yang digunakan
Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel
dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan

dengan metode lain dan pendekatan secara individual.

. Materi yang disajikan

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel
menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran

yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori.

. Tingkat dan jenis pendidikan

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah
tingkat dan jenis pendidikan. Berdasar pada pertimbangan lamanya jam
belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan,

banyaknya guru yang terlibat, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya.
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BABYV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal
33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Pemerintah (pemerintah
Provinsi/Daerah) sangat bertanggungjawab penuh terhadap terselénggaranya
pendidikan untuk mewujudkan pembangunan di bidang Suber Daya Manusia.
Pemerintah menata pendidikan menuju otonomi daerah dengan cara menata
profesionalisme guru, permasalahan profesionalisme guru, memperbaiki kualitas
dan gaji guru, perbaikan fasilitas pendidikan serta membangun siswa yang
berkualitas.

Pemerintah Kota Sorong sebagai salah satu Pemerintah Kota di Provinsi
Papua menaruh perhatian penuh terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia-di
bidang pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.Wujud komitmen
tersebut adalah penetapan peraturan daerah Kota Sorong No 38 Tahun 2013
tentang pembangunan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Sorong.
Peraturan daerah tersebut menjadi acuan pemerintah untuk mencapai visi
Pemerintah Kota Sebagai Kota termaju di Tanah Papua. Berbagai program
pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan sejak awal telah membawa kemajuan
terlihat adanya peningkatan partisipasi pada semua jenjang pendidikan jumlah
yang terus ditingkatkan dan meningkatkan mutu yang terus menerus dilakukan

melalui penataraan guru, penyetaran Diploma II, penyediaan buku, alat peraga dan
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alat keterampilan. Kesejahteraan guru juga merupakan program prioritas yang

dilaksanakan secara bertahap.

Berdasatkan Kota Sorong Dalam Angka tahun 2013, jumlah gedung
sekolah di Kota Sorong sebanyak 167 unit yang terdiri dari TK 47 unit, SD 76
unit, SLTP 32 unit, SLTA Umum 18 unit, SLTA Kejuruan 12 unit, dan 15
Perguruan Tinggi. Adapun Guru TK berjumlah 199 guru dengan 2.580 murid,
guru SD berjumlah 1.001 guru dengan 27.899 murid, guru SLTP berjumlah 558
guru dengan 10.702 murid, guru SLTA Umum berjumlah 447 guru dengan 5.990
murid, guru SLTA Kejuruan berjumlah 351 guru dengan 4.755 murid. Adapun
penyelengaraan pendidikan tidak tesrlepas oleh pembiayaan dan sistim
pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya
strategis pemerintah kota sorong didalam upaya pengawasan pembiayaan

pendidikan meliputi:

a. Menata Profesionalisme Guru
Pengembangan sumber daya manusia saat ini sedang digiatkan oleh
berbagai pihak, baik lembaga-lembaga non pemerintahan maupun
masyarakat luas.Tentu, ketika membicarakan SDM tidak bias dipisahkan
dari tenaga-tenaga yang menghasilkan SDM itu sendiri yakni guru.

b. Permasalahan Profesionalistne Guru
Citra profesi guru masih tersisih dibandingkan profesi lain seperti dokter,
insinyur, pegawai swasta. Karena gaji guru paling rendah dibandingkan
gaji profesi lainnya. Permasalahan rendahnya gaji guru dan berbagai

persoalan yang membuntutinya dipastikan berakibat pada lamban dan
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tidak profesionalnya kinerja guru. Banyak saja guru yang pagi hari
mengajar sore atau malam hari dilakukan untuk kerja sampingan.
Profesionalisme guru yang demikian akan berdampak negatif kepada
suasana proses belajar mengajar yang tidak kondusif. Padahal peran guru
sangat berperan serta dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)
untuk masa depan Indonesia.

. Memperbaiki kualitas dan gaji guru

Citra maupun profesi guru haruslah diperbaiki, guru harus mampu
mengembangkan SDM karena guru sebagai seseorang yang digugu dan
ditiru, didengar dan dicontoh. Guru harus mempunyai keleluasan untuk
memberikan materi yang akan diberikan harus sesuai dengan kemampuan
peserta didik dan tuntutan masyarakat. Guru juga harus mampu
menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan hidup; bukan
sebaliknya, proses pembelajaran yang mencekam. Hal ini dimaksudkan
agar tercipta suasana yang kondusif dalam menunjang penguasaan iptek.
Selain itu, perlu ditanamkan kebiasaan mencari dan menggali informasi
pada para peserta didik. Penataan system menejemen guru yang paling
substansial adalah berkaitan dengan pembinaan karir professional guru dan
perbaikan system imbalan atau kesejahteraan. Sebagai seorang yang
professional, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus dijamin
kesejahteraan hidupnya dengan cara memperbaiki system imbalan dan
pengaturan pemenuhan kebutuhan lainnya sampai tingkat kecukupan yang
wajar. Dengan demikian diharapkan para guru dapat mengabdikan diri

secara penth kepada pelayanan pendidikan.
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d. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Sarana fisik sekolah seperti yang kita ketahui bersama banyak sekolah
dasar khususnya dipelosok-pelosok yang tidak terurus dan tidak tertata
serta tidak memiliki sarana yang memadai, schingga dipandang
bermasalah sebab sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu guna
menghadapi masa depan. Sekolah juga dipercaya sebagai dasar yang baik
bagi pengembangan manu'sia. Pemerintah memperhatikan fasilitas
pendidikan seperti rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak dan
pembangunan gedung baru yang permanen. Begitu juga ruang belajar
dibuat agar anak didik bisa merasa nyaman dalam belajar.

¢. Membangun siswa yang berkualitas
Pemberdayaan peserta didik diarahkan dalam rangka melahirkan siswa
ideal yakni siswa yang kreatif, inovatif dan mandiri. Beasiswa pendidikan
ini diprioritaskan bagi para siswa ekonomi lemah (miskin) namun
berpotensi dan cerdas. Beasiswa pendidikan juga bermakna pemerataan
dan perluasan kesempatan belajar karena masih banyak resistensi sebagian
masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga-lembaga
pendidikan dasar karena alasan ekonomi; belum semua masyarakat
mendapat layanan pendidikan dasar secara optimal, khususnya di daerah

terpencil, terisolir, kumuh, dan kawasan konflik.

Sumber pembiayaan pendidikan pada dasamya bersumber dari APBD,
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana
OTSUS.Tentunya penggunaan anggaran tersebut telah diatur sesuai dengan aturan

penggunaan anggaran melalui persetujuan antara Lembaga Eksekutif dan
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Legislatif. Sistim pengawasan angggaran pada dasarnya menekankan pada prinsip
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dari setiap lembaga terkai baik Pemerintah,
DPR, dan lembaga terkait atau Dinas Pendidikan dan lebaga sekolah. Prinsip-
tersebut meliputi Perencanaan, Pengorganisasia, pelaksanaan program, dan

pengawasan atau Kontrol.

B. Saran

Berdasarkan hasil studi yang diperoleh, saran berikut dapat dikemukakan untuk
menjadi bahan pertimbangan, masukan untuk Pemerintah Kota Sorong terkait
dengan peran pemerintah dalam pengawasan pembiayaan di Kota Sorong Provinsi

Papua Barat:

1. Berpatokan pada data pertumbuhan penduduk kota Sorong yang
semakin bertambah dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang akan
berdampak terhadap kebutuhan layanan pendidikan, maka pemerintah
Kota Sorong perlu memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan
khusunya fasilitas-fasilitas penunjukan pendidikan seperti yang merata
disetiap sekolah dari SD Sampai SLTA.

2. Pemerintah Kota Sorong diharapkan dapat menigkatkan kualitas
pelayanan pendidikan sebagaimana telah dijelaskan perihal penggunaan
anggaran dana otonomi khusus yang dititik beratkan kepada empat hal
yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastuktur,
Khusus pendidikan terdapat pada peraturan Daerah KotaSorong tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran
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2013-2014 yang dikhususkan bagi pendidikan yaitu Dana Pendidikan
yang dikelolah oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk
memberikan beasiswa kepada anak anak Papua mulai dari Sekolah
Dasar sampai perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama
mahasiswa yang melanjutkan studi di luar tanah Papua, mensubsidi
yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.

. Pemerintah Kota perlu terus melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan pemerintah Pusat demi peningkatan anggaran khusunya di
bidang pendidikan demi terciptanya Kota Sorong sebagai Kota termaju
di Tanah Papua.

. Pemerintah Kota Sorong perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi
instansi atau lembaga pengguna anggaran pendidikan secara merata
seperti para guru dan kepala sekolah agar mampu melaksanakan
manajemen pengelolaan anggaran pendidikan yang profesional dan
bertanggung jawab.

. Perlu secara intensif Pemerintah Kota Sorong melakukan sosialisasi
bahwasanya anggaran pembiayaan pendidikan bukan saja merupakan
tanggungjawab Pemerintah (Pusat/Daerah) saja, melainkan merupakan

tanggungjawab bersama; ada peran dan partisipasi seluruh masyarakat.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian
A. Kata Pengantar
Dengan hormat, ‘

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program magister Pendidikan Dasar
Saya di universitas Terbuka, Maka saya melakukan penelitian dengan judul
“Peran Pemerintah Kota Sorong Dalam Pengawasan Pembiayaan Pendidikan di
Kota Sorong”. Maka saya mohon kesedian Bapak/Ibu, Sadara/i untuk mengisi
kuisioner yang dilampirkan dalalm surat pengantar ini.

Kuisioner ini dibuat semata-mata untuk kepentingan penelitian, sehingga
kesediaan Bapak/Ibu Saudara/i untuk mengisi kuisioner ini apa adanya (dengan
sebenar-benarnya), akan sangat membantu objektifitas hasil penelitian yang
dilakukan, Setiap jawaban yang anda berikan merupakan bantuan yang tindak
ternilai harganya bagi penyelesaian penelitian ini.

Atas perkenan dan partisipasi Bapak/Ibu, Saudara/i dalam penyelesaian penelitian

ini, saya haturkan banyak terimakasih.

eliti

nela Kambuaya
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' B. Identitas Responden
Jenis kelamin :a) pria b) Wanita
Usia 1a) 21-35 b) 3645 c) =46

Pendidikan terakir ;a) SLTA b) Akademi c)S1 d)S2 e0S3

C. Tanggapan Terhadap Variabel Yang Mempengaruhi Pengawasan
Pembiayaan
1. Bagaimanakah tanggapan saudara mengenai kemampuan Pemerintah
kota Sorong terhadap kemajuan pendidikan terkait dengan peranan
dalam menjalankan fungsi pengawasan pembiayaan pendidikan ?

a) Sangat mampu

b} Mampu

¢) Cukup

d) Tidak mampu
Berikan alasan .............

2. Bagaimanakah tanggapan saudara terhadap kemampuan pemerintah
kota sorong dalam dalam menerapkan pola kebijakan pengawasan
pembiayaan di Kota Sorong ?

a) Sangat mampu

b) Mampu

¢) Cukup

d) Tidak mampu
Berikan alasan..............

3. Menurut anda kondisi anggaran Pemerintah yang ada sudah mampu

untuk mengcover pembangunan dunia pendidikan di Kota Sorong?
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a) Sangat mampu
b) Mampu
¢) Cukup
d) Tidak mampu

Berikan alasan......

4. Menurut pendapat Saudara, bagaimakah hubungan koordinasi antara
lembaga Legislatif dan exsekutif mengenai pengawasan pembiayaan
pendidikan di Kota Sorong?

a) Sangat mampu
b) Mampu
c) Cukup
d) Tidak mampu
D. Tanggapan Terhadap Efektifitas penyelengaraan Pendidikan di Kota
Sorong
1. Apakah menurut anda penyelenggaraan pendidikan di Kota sorong
sudah memuaskan atau belum ?
a) Sangat Memuaskan
b) Memuaskan
¢) Cukup
d) Tidak memuaskan
2. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi infrastruktur pendidikan
(sekolah) yang ada di kota sorong secara keseluruhan

a) Sangat memuaskan
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b) Memuaskan
¢) Cukup
d) Tidak mermuaskan

3. Menurut pendapat anda, keadaan pertumbuhan penduduk kota sorong
yang terus mengalami peningkatan, apakah sudah merasakan kepuasaan
pelayanan pendidikan secara baik atau belum ?

a) Sangat memuaskan

b) Memuaskan

c) Cukup

d) Tidak memuaskan
Berikan alasan..........

4. Bagaimanakah peran pemerintah khususnya dinas terkait dalam
memperhatikan kualitas tenaga pendidik di setiap sekolah yang ada di
kota sorong ?

a) Sangat memuaskan
b) Memuaskan

c) Cukup

d) Tidak memuaskan

5. Bagaimakah kualitas pelayanan pemerintah terhadap kesejahteraan para
guru di kota sorong ?

a) Sangat memuaskan
b) Memuaskan
c) Cukup

d) Tidak memuaskan
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**Pertanyaan Uraian
Pelaksanaan Program Pendidikan Pada Pemerintah Kota Sorong
*Kebijakan dan Standar Urunsan wajib Pendidikan
a) Sebutkan kebijakan operasinal yang ditetapkan di Pemerintah Kota Sorong ?
b) Apakah kebijakan perasional yang ditetapkan Pemkot Sorong telah
berpedoman kepada kebijakan nasional ?
¢) Apakah pada Pemerintah Kota Sorong telah disusun perencanaan
operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikandasar, pendidikan
menengah dan pendidikan non formal. |
d) Apakah perencanaan operasional program pendidikakn anak usia dini, |
pendidikan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dasar non
formal tersebut telah sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi
nasional ?
€) Apakah telah dilaksanakan sosialisasi di tignkkat Kota sorong terkait dengan
pelaksanaan standar nasional pendidikan ?
f) Apakah telah dilaksnakan koordinasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan ?
g). Apakah telah dilaksanakan koordinasi terkait pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan ?
g) bagaimana pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas

penyelenggaraan 7

**%*Partisipasi masyarakat

1. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalumelibaﬂcan maysrakat ?
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2. Prioritas dan rencana APBD scalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat?
3. Kritik dan saran masyarakat selatu dijadikan masukan dalam melalukan revisi APBD ?
4. Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat, jika terjadi pérubahan kebijakan

yang berkaitan dengan APBD ?

**%* Implementasi Keuangan Daerah

1. Anggaran yang efektif dan efisien akan berdampak pada ketutan
implementasi keuangan daerah ?

2. Penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan diawali dari proses
anggaran ?

3. Iaporan keuangan daerah dijadikan dasar pertimbangan dalam proses penganggaraan

’ tahun berikutnya .




DOKUMENTASI
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